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KEPUTUSAIT
I{TPALA DIIIAS PEITDIDIKAT{ DAN KEBI'DAYAAIT

KABI'PAfIIT BI'RU
ItoMOR z 42O.L I 8gg I 2OL4

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DIM (PAUD)

TAMAN KANAK.KANAK (TK) NEGERI WAEPUTIH
DESA WAEPUTIH KECAMATAN WAPLAU

TTPALA DIITAS PTilDIDIKAIT DATT IITBT'DAYAAIT
KABI'PATEN BI'RU

bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Otonomi Bidang
Pendidikan di Kabupaten Buru diperlukan perhatian dan
dukungan Pemerintah Daerah ke arah peningfuatan mutu
pendidikan pada semua jenis dan jeqians pendidikan di Kabupaten
Buru;
batrwa sesuai hasil studi kelayakan dipandang perlu untuk
memberikan lzin Operasional pada Taman Kanak-Kanak Negeri
Waeputih Desa Waeputih Kecamatan Waplau;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagdmana dimaksud pada
poin huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten
Buru.

Undanyundang Nomor 4 Tahun L979 tentang Kesejahteraan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Insonesia Nomor 31a3);
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999
tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Ihbupaten Buru
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor L74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telatr diubatr
dengan Undang - undang Nomor 6 Tatrun 2OOO tentang peruba?ran
atas Undang - undang Nomor 46 tentang pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OO Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
Undanyundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistim Pendidikan Nasional {l"embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 43O1);

2.

3.



Menetapkaa
KESATU

4. Undang-undang Republik Lrdonesia Nomor 10 Tahun 2AO4
tentang pembenhrkan peraturan Undang - undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 53, Lembaran
Negara Republik Indonesia Noraor a389);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2OO4

tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2OOg tentang Perubatran
kedua Atas Undanyundang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintatran Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 48afl;

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2OA4
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa38);

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2071 tentang Pembentuld<an
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OtL Nomor 82, Tambatran Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523$;

8. Perahrran Pemerintatr Nomor 19 Tahun 2OO5 tentang Standar
Pendidikan Nasional pembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44961;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tatrun 2OO7

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a737);

lo.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2OO9

tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
ll,.Peraturan Bupati Buru Nomor O3 Tatrun 2OO8 tentang Susunan

Orgarrisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Buru (Lembaran Daeratr l(abupaten Buru Tahun 2008
Nomor O3);

l2.Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Bela4ia Daerah Kabupaten Buru Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daeratr Kabupaten Buru Tahun 2OL4
Nomor O3);

l3.Peraturan Bupati Buru Nomor 68 Tatrun 2013 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr Kabupaten Buru Tahun
Anggaran 2Ol4 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2013
Nomor 68).

UTUIrNISKAI{

Memberikan Izin Operasional Kepada Taman Kanak-Kanak (TK)

Negeri Waeputih Desa Waeputih Kecarnatan Waplau Kabupaten
Buru.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Memberikan kewenangan Kepada Pengelola untuk mengelolah
Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Waeputih Desa Waeputih
Kecamatan Waplau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam Pelaksanaannya bertanggungiawab dan melaporkan hasil
kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Buru.
Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya
kepuhrsan ini dibebankan pada APBD Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Buru.
Keputusarr ini berlaku surut Tahun Pelajaran 2OO9|2OLO.

Ditetapkan di : I[amlea
kda Tanssal : 29 Asnstus 2O14

Nip. 1957A927 198602 1 OO3

Tenhtsafl disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Buru di Namlea
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Provinsi Maluku di Ambon
3. Ketua DPRD Kabupaten Burr di Namlea
4. Kepala Badan Kepegawaian Daeratr Kab. Buru di Namlea
5. Camat Waplau di Waplau
6. Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Waplau di Waplau
7. Arsip


